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STRATEGI DINAS KOPERASI, UMKM, &
TENAGA KERJA KOTA PALU DALAM
MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO
DI PASAR INPRES MANONDA PALU

*Syaakir Sofyan & Ahmad Arief

Abstract:

This paper discusses "the strategy of cooperative service, UMKM, and
labor force of Palu in empowering micro business in market of Inpres
Manonda Palu". The purpose of this paper is to find out the strategic
steps of Cooperative service and UMKM of Palu City in empowering
micro business in market of Inpres Manonda Palu, The results of this
study show the general picture of micro business in market of Inpres
Manonda Palu is the number of business actors as many as 1040
traders are recorded on Market Office with the largest number of
traders is mixture of merchants / agricultural products totally 205
trades. All the needs of society generally can be fulfilled in market of
Inpres Manonda Palu. The dominant tribe is the Buginese tribe. The
strategic steps of cooperative service, UMKM, and labor force of Palu
City have been implemented through the planning, implementation
and evaluation process based on the 5th Annual Plan. The steps that
have been implemented are data collection, product marketing through
e-commerce, socialization, formation of cooperatives, training,
construction of partnership network.

Keywords: UMKM, micro bussiness, market, labor force.

A. LatarBelakang

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah
meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi
masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan
seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif

pembangunan daerah dengan menggunakan seluruh dukungan sumber
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daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah. '
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mencakup usaha untuk
memberdayakan sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-
sumber ekonomi.

Peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi adalah pada
sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran
yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan
karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian
Indonesia, dengan alasan jumlterah industri yang besar dan terdapat
dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan
tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk
Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada
masyarakat, dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan
pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta
berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peran usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling
tidak dapat dilihat dari: (1 ) kedudukannya sebagai pemain utama
dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan
kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan
ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru
dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca

pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda

33pyjiono, Akselarasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah melalui Pendidikan, Proceding Seminar Nasional Peningkatan
Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas, t.th., h. 320.
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krisis  belum semuanya Dberhasil dipertahankan  sehingga
pemulihan ekonomi belum optimal.'**

Pemilihan usaha mikro sebagai obyek kajian sebab UMKM
menjadi salah satu pion ekonomi yang mampu bertahan di tengah
krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Dampak
krisis mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi
berubah, utamanya beberapa wusaha-usaha besar mengalami

keterpurukan.'

Adapun usaha mikro menjadi fokus sentral dalam
penelitian ini karena usaha mikro mampu menduduki posisi pertama
yang menyumbangkan Rp. 5.440 triliun (atas dasar harga berlaku) atau
42,4% terhadap PDB pada tahun 2013 dan mampu menyerap tenaga
kerja yang paling besar di antara usaha lainnya hingga mencapai
114,14 juta orang pada tahun 2014."® Selain itu, produktivitas tenaga
kerjajuga mengalami peningkatan dari tahun 2006-2009 hingga 2010-
2013."

Pemilihan pelaku usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Palu
dikarenakan pasar tersebut berada pada posisi strategis sebagai pusat
transaksi ekonomi usaha mikro terpadat di Kota Palu dan berada di

Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, data yang diperoleh dari

'“Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, “Peran
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”
(Makalah yang disajikan pada Rapat Kerja Nasional I GARANSI di Grand
Hyatt Regency Hotel, Surabaya, 7 Januari 2005), h. 3.

'5SFerry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, ‘Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan”,
Jurnal JKMP Vol. 2, No. 2 (2014), h. 103.

'56Bank Indonesia, “Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing
UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan
Pasca MEA 2025” (Jakarta: Departemen Pengembangan UMKM Bank
Indonesia, 2016), h. 9.

Y7 1bid., h. 11.
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BPS Sulawesi Tengah ditemukan bahwa jumlah perusahaan untuk

mikro mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Mikro Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi

Provinsi 2013 2014 2015
Sulawesi Utara 37.091 | 35.527| 39.431
Sulawesi Tengah 30.247| 38.511| 20.745
Sulawesi Selatan 94.537| 100.526 | 112.896
Sulawesi Tenggara 57.180 | 68.711| 46.084
Gorontalo 20.934| 22.610| 12.458
Sulawesi Barat 26.028 | 27.888 | 11.123

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, Terjadi penurunan jumlah
perusahaan mikro pada tahun 2015 sebesar 46, 13%. Hal ini menjadi
sorotan besar mengingat pentingnya usaha mikro dan kontribusinya
terhadap pembangunan. Mencermati fenomena tersebut maka tulisan
ini akan menjawab Langkah-langkah Strategis Dinas Koperasi,
UMKM dan Tenaga Kerja Kota Paludalam memberdayakan usaha
mikro di Pasar Inpres Manonda Palu sertahambatan yang dihadapi

oleh Dinas tersebut dalam pemberdayaan usaha mikro?.
B. Pembahasan
1. Gambaran Usaha Mikro di Pasar Inpres Manonda Palu

Usaha mikro merupakan usaha yang paling diminati oleh
masyarakat karena tidak membutuhkan modal yang besar dalam

usahanya. Berbagai keunggulan yang dimiliki oleh usaha mikro
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mampu menopang perekonomian khususnya untuk kalangan ke bawah.
Hal ini mengindikasikan bahwa usaha mikro memiliki pengaruh
penting dalam perekonomian. Wadah tempat bertemunya pelaku usaha
dengan konsumen disebut pasar.

Pasar Inpres Manonda merupakan pasar tersibuk di Kota Palu
dengan luas lahan 49.886 m® dan luas bangunan sebesar 17.914 m*
yang mampu menopang berbagai kebutuhan masyarakat. Pasar Inpres
Manonda telah menjalankan peran fungsinya dalam
perekonomian. Diantaranya adalah bagi produsen yaitu membantu
memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan
sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang
dan jasa hasil produksi. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh
barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses
produksi.

Secara umum, untuk menggambarkan pelaku usaha mikro di
Pasar Inpres Manonda Kota Palu memiliki berbagai hambatan karena
tidak adanya data yang jelas dan terbaru terkait jumlah pelaku usaha
dan spesifikasnya. Hal ini karena kebanyakan dari pelaku usaha
melaksanakan usahanya pada waktu tertentu atau bertepatan dengan
hari-hari besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pasar, maka
jumlah pelaku usaha di Pasar Inpres Manonda adalah:

Tabel 4.3

Jumlah Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan Data yang Diperoleh dari Kantor
Pasar Manonda Tahun 2017

No Kategori Pedagang Jumlah

1 | Penjual sayur 119 pedagang
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2 | Penjual campuran/hasil bumi 205 pedagang
3 | Penjual kain 189 pedagang
4 | Penjual kosmetik, aksesoris, dan 73 pedagang
emas
5 | Penjual makanan dan minuman 79 pedagang
6 | Penjual buah-buahan 57 pedagang
7 | Penjual pecah belaj 24 pedagang
8 | Penjual ikan basah dan kering 118 pedagang
9 | Penjual usaha lainnya 176 pedagang
Jumlah 1.040 pedagang

Sumber: Kantor Pasar Manonda, 2017.

Berdasarkan data di atas, terlihat jumlah pedagang di Pasar
Inpres Manonda Palu sebanyak 1.040 pedagang yang terdiri dari 9 jenis
kategori pedagang. Meski demikian, perkembangan data dari tahun ke
tahun jumlah pelaku usaha tidak ada, sehingga tidak ada perbandingan
perkembangan jumlah pelaku usaha dari tahun ke tahun.

Selain itu, data di atas yang diperoleh Kantor Pasar
berdasarkan rekapitulasi jumlah pelaku usaha yang membayar
retribusi, sehingga data di atas dapat dikatakan belum menggambarkan
pelaku usaha secara konkret karena masih banyak pelaku usaha yang
tidak membayar retribusi.

Menurut Asput selaku Kepala Pasar Inpres Manonda:
Rekapitulasi jumlah pelaku usaha mikro adalah pelaku usaha
yang membayar retribusi kepada Kantor Pasar. Pelaku usaha
yang menempati fasilitas pasar yang digunakan untuk berdagang

dikenakan retribusi. Adanya pembayaran retribusi memberikan
hak kepada pelaku usaha untuk menempati kios, los, ruko,
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tempat PKL, sehingga tidak akan terjadi pengambilan lokasi.'*®
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka bagi pelaku usaha
yang membayar retribusi akan mendapatkan hak untuk menempati
lokasi yang telah disediakan. Ditambahkan pula oleh Asput bahwa
terkadang terdapat pula pelaku usaha yang tidak membayar retribusi
dan menempati lokasi yang telah disediakan dan hal ini terkadang
dapat memicu konflik antar pedagang karena tidak terdapatnya
kejelasan hak untuk penggunaan lokasi. Hal yang seperti ini terkadang
tidak dapat di data sebagai pelaku usaha mikro karena sering
berpindah tempat. Selain itu, pelaku usaha mikro yang berada di
pinggir jalan tidak dapat di data sebagai pelaku usaha tetap, karena
terkadang pelaku usaha tersebut sering berpindah tempat. >’
Berdasarkan hasil observasi rekapitulasi pelaku usaha mikro di
Pasar Inpres Manonda menemui hambatan yang besar untuk
memperoleh data sesungguhnya. Hal ini dikarenakan selain yang telah
dikemukakan di atas, ternyata adanya kemudahan dan kebebasan
masuk keluar pasar untuk aktifitas jual beli. Hal ini pun dapat
dikatakan sebagai hal yang wajar, karena Pasar Inpres Manonda
merupakan pasar dimana penjual memiliki kesempatan yang sama
sehingga ketika terdapat ruang kosong yang dianggap dapat ditempati
untuk berusaha maka akan ditempati oleh masyarakat/penjual untuk
berdagang.
Selain itu, pelaku usaha di Pasar Inpres Manonda sebahagian
besar didominasi oleh suku Bugis yang berdasarkan hasil observasi

kebanyakan pelaku wusaha menggunakan bahasa Bugis untuk

8 Asput, Kepala Pasar Inpres Manonda, Wawancara, Palu, 31
Agustus 2017.

159 1bid.
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berkomunikasi, kemudian suku Kaili disusul dengan pelaku usaha dari
Jawa dan lainnya. Meningkatnya arus pendatang ke Kota Palu
khususnya dari wilayah Selatan (suku Bugis) mulai membentuk pusat
konsentrasi pemukiman di sekitar Pasar Inpres Manonda.

Pelaku usaha suku Bugis sebahagian besar mendominasi
barang-barang yang dijual di pasar, diantaranya barang-barang
pabrikan seperti kain, peralatan rumah tangga, dan sepatu/sandal,
sayur mayur, buah-buahan, perhiasam, barang-barang campuran,
rempah-rempah, dan lainnya.

Demi melengkapi jumlah pelaku usaha yang ada di Pasar
Inpres Manonda, peneliti berupaya pula mencari data dan informasi di
kelurahan Kamonji dan Kelurahan Balaroa demi kevalidan data yang
diperoleh dan menggambarkan pelaku usaha mikro. Kedua kelurahan
tersebut ditampilkan karena posisi Pasar Inpres Manonda merupakan
persilangan dari kedua kelurahan tersebut. Berdasarkan data yang
diperoleh di Kelurahan Balaroa, maka terdapat 9 (sembilan) pelaku

usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Palu, yaitu:

Tabel 4.4
Jumlah Pelaku Usaha Mikro Pasar Inpres Manonda yang Telah Mendapatkan
IUMK Berdasarkan Data Kelurahan Balaroa Tahun 2017

. Nama Jenis Tahun .
No | Pemilik Usaha Usaha Pendirian Modal Penjualan
. B. Gor Bawang
1 Mammi Wahyu Goreng 2007 500.000 4.500.000
2 | Abidin Abidin | Bengkel | 55,6 800.000 | 2.400.000
Motor
o Fikri Bengkel
3 Fikri Motor Motor 1998 4.500.000 | 4.000.000
4 | Baharuddin | AndriMs | Bengkel | o009 1.000.000 | 2.400.000
Motor
5 Hacksan Hacsan Bengkel | 2016 300.000 2.400.000
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Motor Motor

6 Sunarno Sunarno | Bakso 2012 1.500.000 | 9.000.000

7 Anto Anto Salon 2016 10.000.000 | 6.000.000

8 Rasman Ocha Salon 2013 15.000.000 | 3.000.000

9 Ayu Ayu - 2015 20.000.000 | 4.800.000

Sumber: Kantor Lurah Balaroa, 2017

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa pelaku usaha yang

terdaftar telah melakukan TUMK di Kelurahan Balaroa sebanyak 9

(sembilan) pelaku usaha mikro. Meski demikian, data ini tidak

menjamin sebagai data valid yang menggambarkan realitas di

lapangan, karena data ini hanya mampu mendata pelaku usaha mikro

yang telah mendapatkan IUMK.

Adapun data yang diperoleh yang belum mengurus IUMK di

Kantor Lurah Balaroa sebanyak 33 pelaku usaha. Adapun rinciannya

sebagai berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Pelaku Usaha Mikro Pasar Inpres Manonda yang Belum Mengurus
IUMK Berdasarkan Data Kelurahan Balaroa Tahun 2017

No Jenis Nama Usaha Lokasi
Usaha
1 Kios Beras Jalan Labu
2 Kios Hidup Bersama Jalan Labu
3 Kios Fitria Jalan Labu
4 Kios Jual Beras Jalan Labu
5 Kios Fitria Jalan Labu
6 Kios Sinar Sulawesi Jalan Labu
7 Kios Anugrah Jalan Labu
8 Kios Mentari Jalan Labu
9 Kios Safira Jalan Labu
10 Kios Rianti Jalan Labu
11 Kios 9 Kas Jalan Labu
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12 Kios Fauzia Jalan Labu
13 Kios Misna Jalan Labu
14 Kios Hardi Irma Jalan Labu
15 Kios Hi.Hasna Jalan Labu
16 Kios Ardi Jalan Labu
17 Kios Suriani Jalan Labu
18 Kios Omg Jalan Labu
19 Kios Suriana Jalan Labu
20 Kios Hi.Subeda Jalan Labu
21 Kios Ita Jalan Labu
22 Kios Jual Beli beras Jalan Labu
23 Toko Indah 2 Jalan Labu
24 Toko Hi.Alba Jalan Labu
25 Toko Sinar Bumi Jalan Labu
26 Toko Nurfaidah/Muliya Jalan Labu
27 Toko Pertanian Jalan Labu
28 Toko Buku Dina Jalan Labu
29 Toko Toko Jalan Labu
30 Toko Surabaya Plastik Jalan Labu
31 Toko Cancer Jaya Jalan Labu
32 Toko Maju Jalan Labu
33 Penjahit Ulum Jalan Labu

Sumber: Kantor Lurah Balaroa, 2017

Berdasarkan data di atas, pelaku usaha yang belum mendapatkan
IUMK sebanyak 33 pelaku usaha yang terdiri atas 22 berupa kios, 10
berupa toko, dan 1 penjahit. Data ini belum juga dapat
menggambarkan data valid tentang keseluruhan pelaku usaha mikro
yang terdapat di Kelurahan Balaroa. Selain itu, data di atas belum
lengkap dikarenakan data untuk pelaku usaha yang belum memperoleh
IUMK tidak selengkap data pelaku usaha yang telah memperoleh
TUMK.

Adapun pelaku usaha yang mengurus di Kecamatan Kamonji
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adalah mendapatkan beberapa hambatan karena proses penginputan
data pelaku usaha yang mengurus IUMK masih memakai buku besar
dan tidak ada data base berupa file. Hal ini menjadi kesulitan bagi
peneliti sendiri karena data yang diinginkan tidak sesuai dengan
harapan.
Menurut Risni:

Selama ini kami hanya memiliki data pelaku usaha terdapat

pada buku besar dan kami belum menginput data tersebut

melalui komputer, sehingga ketika seseorang atau beberapa

pihak yang membutuhkan terkait data tersebut maka hanya buku
besar itulah yang kami hadirkan.'®

Tinjauan kedua berdasarkan penerbitan surat izin domisili
usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan yang diperuntukkan kepada
pelaku usaha yang berdomisili di luar Kelurahan Kamonji dan
melakukan aktivitas dagang/usaha di Kelurahan Kamonji. Adapun
jumlah pelaku usaha mikro yang mengurus surat izin domisili usaha

sebanyak 203 pelaku usaha.

2. Langkah-langkah Strategis Dinas Koperasi, UMKM, dan
Tenaga Kerja Kota Palu dalam Memberdayakan Usaha Mikro

di Pasar Inpres Manonda Palu

Pemberdayaan usaha merupakan bahagian penting dalam
pengembangan usaha mikro baik dari sisi produksi dan pemasaran. Hal
ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan
kebijakan-kebijahakn dan menerapkan langkah-langkan dalam
mendorong pemberdayaan usaha. Pemberdayaan usaha berarti adanya

peningkatan status pelaku usaha dari pelaku usaha mikro menjadi

169Risni, Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kamonji,
Wawancara, Palu, 5 September 2017.
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pelaku usaha kecil.

Menurut Mursidin H. Yusuh, pemberdayaan usaha mikro di
Pasar Inpres Manonda yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM,
dan Tenaga Kerja Kota Palu belum dirasakan oleh seluruh pelaku
usaha. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masih terfokus pada
pengembangan sumber daya lokal yang berbasis Aome industry dan
pelaku usaha yang memiliki [IUMK. tol Dengan demikian, pelaku usaha
yang belum memperoleh IUMK dan bukan bahagian sumber daya lokal
belum mampu menarik perhatian pemerintah.

Adapun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan bagi
pelaku usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Kota Palu adalah:

1. Pendataan

Suatu kebijakan atau keputusan tidak akan terlepas dari
informasi awal sebagai suatu pertimbangan. Sumber informasi
biasanya berupa data yang memiliki keakuratan sehingga tidak akan
terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan
yang kurang tepat terkadang terjadi dikarenakan data yang dimiliki
tidak akurat sehingga akan menimbulkan polemik.

Kegiatan pendataan merupakan proses awal yang sangat
penting bagi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu
dalam memutuskan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini
diungkapkan oleh Maswati bahwa pendataan merupakan langkah
penting untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan yang akan
menghasilkan informasi penting. Fakta dikumpulkan untuk menjadi
data dan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan sehingga data-

data yang diperoleh akurat kemudian diolah sehingga dapat diutarakan

""Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi,
UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.
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secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang
tidak mengalaminya sendiri.'®® Hal senada diungkapkan pula oleh

Mursidin H. Yusuf bahwa:

Dalam penentuan kebijakan, kami senantiasa melakukan
pendataan sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi
awal. Data diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan
sehingga data yang diperoleh menjadi akurat dan tepat.
Kemudian diolah dan menghasilkan informasi awal keadaan
sebenarnya di lapangan.'®

Hal senada pula diungkapkan oleh Syarifuddin bahwa
pendataan adalah kegiatan yang sangat urgen karena tujuannya adalah
untuk mengetahui kondisi/fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu,
pendataan akan terkait dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program yang melibatkan pelaku-pelaku usaha
mikro dan jenis kegiatan yang diperlukan. '**

Henny Anggraini menambahkan pula:
Pendataan yang telah dilakukan akan diolah dan disajikan dalam
bentuk tabel yang terstruktur sehingga data dapat memberikan

informasi secara jelas serta dapat memberikan perbandingan
perkembangan pelaku usaha mikro dari tahun ke tahun.'®

Dalam penerapannya, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga
Kerja Kota Palu melakukan koordinasi dengan kelurahan. Hal ini

didasarkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014

'2Maswati, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan
Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.

'Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi,
UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.

164Syarifuddin, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM,
dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 29 Agustus 2017.

' Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas
Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 29
Agustus 2017.
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tentang Perizininan Izin Usaha Mikro Kecil yang dapat dilakukan oleh
kelurahan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Koperasi,
UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu terdapat 4.613 pelaku usaha
yang tersebar di Kota Palu, akan tetapi jumlah tersebut belum mampu
menggambarkan jumlah secara keseluruhan karena data yang diperoleh
adalah data pelaku usaha yang telah mengurus Surat Izin Usaha Mikro
dan Kecil (IUMK). Berikut ini tabel rekapitulasi data usaha UMKM di
Kota Palu tahun 2017:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Data Usaha UMKM Kota PaluTahun 2017
No Kelcj:rrnnaian Nama Kelurahan J umﬁkslalflzlaku
Baru 161
Kamonji 316
1 | Palu Barat Siranindi 206
Ujuna 209
Balaroa 390
Lere 551
Buluri 84
Donggala Kodi 80
2 | Ulujadi Kabonena 20
Silae -
Watusampu -
Tipo 25
Tatura Utara 19
Tatura Selatan 9
3 | Palu Selatan Birobuli Utara 13
Birobuli Selatan 8
Petobo 10
4 | Tatanga Nunu Sk
Palupi 276
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Tavanjuka 53
Pengawu 27
Duyu 50
Boyaoge 92
Kayu Maleo Pajeko 56
Kayumalue Ngapa 68
5 | Palu Utara Taipa 138
Mambro 123
Mamboro Barat 43
Pantoloan -
Pantoloan Boya 134
6 | Tawaeli Baiya 152
Lambara 17
Panau 65
Layana Indah 295
Tondo -
Talise 270
7 | Mantikulore Tanamodindi 148
Lasoani 226
Poboya 80
Kawatuna 61
Talise Valangguni 18
Lolu Selatan 33
Lolu Utara 3
8 Palu Timur | Besusu Barat 10
Besusu Tengah 20
Besusu Timur -
JUMLAH 4.613

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, 2017.
Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah di Kota Palu sebesar 4.613 pelaku usaha. Data di
atas merupakan data yang diperoleh oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan

Tenaga Kerja Kota Palu dari kelurahan-kelurahan yang terdapat di



340 Bilancia, Vol. 11 No. 2, Juli-Des 2017

Kota Palu. Meski demikian, data di atas masih dianggap kurang karena
masih terdapat beberapa kelurahan yang belum memasukkan data
pelaku usaha yaitu Kelurahan  Silae, Kelurahan Watusampu,
Kelurahan Pantoloan, dan Kelurahan Besusu Timur.

Menurut Syarifuddin, selama ini Dinas Koperasi, UMKM, dan
Tenaga Kerja Kota Palu bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan
untuk mendapatkan data pelaku usaha mikro. Hal ini dilakukan karena
semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil. Pelaksana Izin Usaha Mikro
Kecil (IUMK) adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian
kewenangan dari Walikota. Pelaksana IUMK dapat didelegasikan
kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangan karakteristik
wilayah  berdasarkan  Peraturan =~ Menteri  Dalam  Negeri.
Diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut memberikan kemudahan
dalam memperoleh data dengan keakuratan yang sangat tinggi dengan
fakta berupa dokumen yang lengkap.'®

Pernyataan di atas menggambarkan pentingnya kegiatan
pendataan dalam rangka mendapatkan data real di lapangan. Meski
demikian, pelaksanaan pendataan ini memiliki hambatan-hambatan
sehingga akan mempengaruhi keakuratan data dan informasi yang
diperoleh.

2. Pemasaran Produk melalui E-Commerce

E-commerce (perniagaan elektronik) merupakan proses yang
memungkinkan teknologi-teknologi berbasis situs internet yang
memfasilitasi perniagaan/perdagangan. FE-commerce memfasilitasi

penggunaan dan implementasi proses baru bisnis. Hal ini mencakup

16¢Syarifuddin, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM,
dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 29 Agustus 2017.
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pelaksanaan bisnis secara elektronik melintasi spektrum hubungan-
hubungan antar perusahaan-perusahaan.'®’ Mengingat bahwa e-
commerce dapat membantu UKM mengatasi perbabagi permasalahan
usaha mikro, maka adopsi e-commerce menjadi hal yang perlu
dilakukan. E-commerce memungkinkan UKM untuk memasarkan dan
memproduksikan produknya karena dengan media tersebut daya
jangkau menjadi luas dan murah karena web adalah media informasi
yang dapat diakses dari mana saja selama jaringan internet tersedia.

Keuntungan bagi pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan e-
commerce adalah 1) memperpendek jarak antara perusahaan dapat
lebih mendekatkan diri dengan konsumen; 2) perluasan pasar semakin
luas dan tidak terbatas oleh area geografis dimanapun perusahaan
berada; 3) perluasan jaringan mitra bisnis karena mitra kerja sangat
penting untuk konsultasi dan kerjasama baik teknis maupun non-
teknis; 4) Efisiensi dan memangkas biaya operasional. Perusahaan
yang berdagang secara eletronik tidak membutuhkan kantor dan toko
yang besar, menghemat kertas yang digunakan untku transaksi,
periklanan, serta pencatatan. Selain itu, perdagangan elektronik juga
sangat efisien dari sudut waktu yang digunakan. Pencarian informasi
produk dan transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu telah
berupaya menggalakkan sosialisasi terkait e-commerce. Menurut
Henny Anggraini:

Dewasa ini tuntutan terhadap penguasaan teknologi sangat
diperlukan, karena dengan teknologi manusia dapat menjangkau
informasi hingga seluruh dunia. Pemanfaatan teknologi dalam

197 ihat: Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce
Perpektif Islam (Yogyakarta: Magistra InsaniaPress bekerjasama dengan MSI
MUI, 2004), h. 15.
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pemberdayaan usaha mikro telah dilakukan dan telah
dicanangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan usaha
mikro di Indonesia. Pemerintah mencanangkan Indonesia
menjadi pemain e-commerce terbesar di ASEAN beberapa
tahun ke depan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah
memberikan kemudahan pendanaan dan perpajakan.'®®
Ditambahkan pula oleh Mursidin H. Yusuf bahwa pemerintah

saat ini telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-
2019. Lahirnya Perpres tersebut memberikan penguatan kepada
UMKM agar dapat memasarkan produknya ke seluruh wilayah
Indonesia. Selain itu, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota
Palu hadir sebagai pihak yang menjembatani agar pelaku usaha dapat
memasarkan produknya melalui e-commerce. Hal ini merupakan
bagian daru Undang-Undang nOmor 20 Tahun 2009 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa Pemerintah Daerah dan perangkat
daerah bertanggung jawab dalam menumbuhkan iklim usaha yang
berkaitan dengan promosi dagang.'®’

Terkait pernyataan di atas, maka Dinas Koperasi, UMKM, dan
Tenaga Kota Palu berupaya semaksimal mungkin dalam
memberdayakan usaha mikro dengan memanfaatkan teknologi serta
merespon kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu, hampir seluruh lapisan masyarakat telah banyak
menggunakan teknologi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari.

3. Sosialisasi

'"Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas
Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 29
Agustus 2017.

"*Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi,
UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.
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Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang
melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada
orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga
memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok atau
institusi tersebut. Sosialisasi dilaksanakan bila beberapa anggota
masyarakat/kelompok belum memahami dan menyadari pentingnya
suatu ide/gagasan sehingga masyarakat yang tidak melalui proses
sosialisasi akan mengalami kesulitan dalam berusaha atau
menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Terkait dengan pemberdayaan usaha mikro, maka kegiatan
sosialisasi merupakan kegiatan penting dalam memberikan informasi-
informasi terbaru terkait perkembangan dunia usaha utamanya terkait
kebijakan-kebijakan yang baru ditetapkan. Selain itu, terkait pula
dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk
diimplementasikan dalam dunia usaha mikro.

Salah satu upaya dalam pemberdayaan usaha mikro adalah
sosialisasi tentang permodalan bagi pelaku usaha mikro. Menurut
Mursidin H. Yusuf:

Upaya yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah
sosialisasi tentang pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi
pelaku usaha mikro di Kota Palu. Hal ini sangat penting karena
usaha memiliki keterkaitan dengan ketersediaan modal. Selama
ini, pelaku usaha mikro memiliki keterbatasan dalam
memperoleh modal dari lembaga keuangan, sehingga selaku

pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan

usaha mikro maka kami menjembatani para pelaku usaha dengan

1
lembaga keuangan”.'”’

Sosialisasi tentang permodalan penting untuk dilaksanakan

""Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi,
UMKWM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.
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karena perkembangan suatu usaha juga berkaitan erat dengan
penambahan modal. Modal usaha adalah vang yang dipakai sebagai
pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Modal
dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang
yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak
kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-
galanya dalam sebuah bisnis, namun perlu dipahami bahwa uang dalam
sebuah usaha sangat diperlukan.

Hal di atas menunjukkan kontribusi Dinas Koperasi, UMKM,
dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam pemberdayaan usaha mikro.
Sosialisasi adalah salah satu upaya dalam mentransferkan gagasan
serta informasi agar dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan
pelaku usaha.

4. Pembentukan Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat
diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan
suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya.
Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai suatu
cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang
dihadapi oleh masing-masing masyarakat khususnya untuk kalangan
ekonomi yang lemah.

Kontribusi koperasi dalam pengembangan UMKM di
Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah agar pengusaha UMKM
dapat melakukan pinjaman kredit dari koperasi dalam mengembangkan
usahanya. Peran koperasi dalam pengembangan UMKM adalah sebagai
penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Sejauh ini, faktor kurangnya
perkembangan usaha mikro yang ditinjau dari berbagai sudut pandang

adalah kurang modal.
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Menurut Maswati, koperasi merupakan salah satu lembaga
perekonomian yang ruang lingkupnya dikhususkan kepada masyarakat
ekonomi kecil dan menengah. Koperasi memiliki slogan “Koperasi
adalah soko guru perekonomian Indonesia”. Makna dari istilah ini
adalah koperasi sebagai pilar atau penyangga uama perekonomian.
Dengan demikian, kopera diperankan dan difungsikan sebagai pilar
utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya
diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan sistem
perekonomian nasional.'”!

Terkait dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah menghidupkan
kembali Koperasi Pasar Inpres Manonda Palu. Menurut Maswati:

Program yang akan dilakukan oleh Bagian Koperasi Dinas
Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah
mengaktifkan kembali koperasi di Pasar Inpres Manonda Palu.

Selama ini koperasi pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya,
bahkan dikelola secara pribadi dan beralih menjadi tengkulak.'”

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Walikota Palu telah
memerintahkan untuk membuka satu koperasi di Pasar Inpres
Manonda dan Pasar Masomba. Padahal menurut Anjekris, dahulu
setiap pasar masing-masing memiliki satu koperasi, akan tetapi saat ini
hampir sudah tidak aktif dan telah beralih menjadi tengkulak dengan

suku bungan yang dibebankan kepada masyarakat sangat tinggi.'”

"""Maswati, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan
Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.

'"?Hery Susianto, Kepala Seksi Pengawasam dan Penilaian Koperasi,
Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25
Agustus 2017

173 Anjekris, “Pasar Masomba dan Manonda, Walkota Instruksikan
Kadis Buka Koperasi Baru”, Sulteng Raya, 7 Februari 2017,
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Menanggapi hal di atas, menurut Hery Susianto saat ini
perkembangan koperasi kurang mendapat perhatian karena koperasi
menunjukkan kinerja yang kurang dan citra yang lebih baik dari
sebelumnya. Situasi ini merupakan salah satu bukti bahwa komitmen
pemerintah masih kurang dalam pembangunan dan pengembangan
koperasi. Pembangunan adalah proses yang harus berkelanjutan dan
tersistem.'”*

5. Pelatihan

Pelathan  adalah  suatu  kegiatan untuk memperbaiki
kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas
ekonomi. Pelatthhan membantu karyawan dalam memahami suatu
pengetahuan  praktis dan  penerapannya, guna  meningkatkan
keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperfukan organisasi dalam
usaha mencapai kinerja yang baik.

Senada dengan pengertian pelatihan di atas, Pemerintah dalam
hal ini menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional pada Pasal 1 menyatakan bahwa pelatihan kerja adalah
keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan
etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai
dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan.'”

Mursidin menyatakan bahwa dalam usaha mikro diperlukan
banyak pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan para pengusaha

http://sultengraya.com/2017/02/07/pasar-masomba-dan-manonda-walikota-
instruksikan-kadis-buka-koperasi-baru/ (30 Agustus 2017).

'"*Hery Susianto, Kepala Seksi Pengawasam dan Penilaian Koperasi,
Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25
Agustus 2017

""*Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional Bab I Pasal 1
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mkro tentang usaha yang mereka tekuni, sehingga pengembangan usaha
yang dilakukan dapat berhasil. Manfaat lainnya membantu para
pengusaha untuk memperoleh pengetahuan teknologi baru, memahami
cara bekerja secara efektif, dan memastikan adanya inovasi, kreatifitas
dan pembelajaran yang berkelanjutan sechingga dapat membantu
mempercepat perkembangan usaha.'’®

Hal senada pula ditambahkan oleh Syarifuddin selaku Kepala
Seksi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan UMKM, pelatihan
dimaksudkan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan
produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja bagi para pengusaha
mikro yang ditangani oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja
Kota Palu'”’

Adapun program pelathan yang telah dilaksanakan dan
direncanakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, yaitu
pelatihan enterprencurship yang bekerja sama dengan Universitas
Tadulako Palu yang tujuannya adalah agar para pengusaha mikro dapat
dikelola dengan lebih kompeten dan mampu mmanfaatkan peluang
yang ada, serta memberikan motivasi kerja para pengusaha.'”®

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018
sesuai dengan Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Koperasi, UMKM
dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi yang ditargetkan akan dikuti 40 koperasi yang ada dibawah

naungan dinas. Tujuan pelatihan tersebut adalah meningkatkan

*Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi,
UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.

77Syarifuddin, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM,
dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 29 Agustus 2017.

"8 Maswati, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan
Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.
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pengetahuan pengelola koperasi dalam pengelolaan koperasi yang
sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, meningkatkan pengetahuan
pengelola agar dapat menjalankan usaha koperasi dengan baik,
meningkatkan kemampuan pengelola dalam menjalankan administrasi
dengan tertib, meningkatkan keterampilan pengelola di bidang
akuntansi koperasi sehingga dapat menegerjakan administrasi keuangan
sesuai dengan sistem akuntasi koperasi, dan pengelola mampu
membuat laporan pertanggungjawaban sehingga RAT dapat
dilaksanakan tepat waktu.'”
6. Pembangunan Jaringan Kemitraan

Kemitraan secara umum dapat terjalin bila terdapat pihak yang
merasakan adanya kelemahan implementasi bila sebuah pembangunan
hanya menjadi focus of interest satu pihak saja. Dengan kata lain,
kemitraan merupakan solusi yang tepat bagi pihak yang mencita-
citakan adanya percepatan progres pembangunan. Kemitraan
merupakan model pengelolaan sumber daya yang tepat bila terkait
dengan barang publik.

Dalam kemitraan, seluruh elemen mendapatkan apa yang
menjadi kebutuhannya. Sinergi antar elemen menjadi kunci dalam
memainkan perannya masing-masing. Bangunan kemitraan harus
didasarkan padahal-hal berikut: kesamaan perhatian (common interest)
atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling
menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, dan kesediaan
untukberkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

Secara umum, prinsip-prinsip kemitraan adalah persamaan atau

"Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas
Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 29
Agustus 2017.
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equality, keterbukaan atau transparancy dan saling menguntungkan
atau mutual benefit.

Kemitraan yang dihasilkan merupakan proses yang dibutuhkan
bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai
tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling
membutuhkan dan saling memperkuat dunia usaha, baik kecil maupun
menengah akan mampu bersaing.

Menurut Henny Anggraini tujuan dari kemitraan adalah dapat
ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi adalah
meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan
perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan
pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperluar
lapangan kerja.'®

Ditambahkan pula oleh Mursidin H. Yusuf bahwa:

Kemitraan wusaha dirancang sebagai bagian dari upaya
pemberdayaan usaha kecil. Kemitraan usaha yang dilakukan
untuk memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi
pengusaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini merupakan salah
satu bentuk tanggung jawab social dengan pemberian
pembinaan dan bimbingan yang terus-menerus, Pada pihak lain,
tumbuh kembangnya kemitraan usaha akan diiringi dengan
tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin
berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya

pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan

"'Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas

Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 29
Agustus 2017.
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. 1181
sosial.'®

Selain hal di atas, usaha kecil terkadang memiliki keterbatasan
pada teknologi, sehingga diharapkan mitra mampu memberikan
bimbingan teknologi yang berkenaan dengan produksi dan pemasaran.
Hal lainnya adalah usaha kecil mendapatkan pembenahan manajemen
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan
organisasi.

Terkait dengan kemitraan pada bidang UMKM, PT. Pos
Indonesia (Persero) menandatangani Memorandum of Understanding
(MoU) dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung
kegiatan pemasaran dan jaringan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan
menengah. Menurut I Wayan Dipta selaku Deputi Bidang produksi dan
Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM bahwa Pos Indonesia
memiliki jaringan yang sangat luas dalam meningkatkan pemasaran
produk-produk UKM. Dengan hadisrnya MoU tersebut, maka tidak
hanya mempromosikan UMKM tetapi juga melakukan pendampingan
terhadap UMKM di seluruh pelosok nusantara. '™

Sosialisasi terkait e-commerce pada Dinas Koperasi, UMKM,
dan Tenaga Kerja Kota Palu dilaksanakan melalui media sosial yaitu
facebook. Hal ini dilakukan karena anggaran untuk pelaksanaan
sosialisasi dan pelatihan e-commerce belum dianggarkan. Selain itu,

dilakukan pula koordinasi dengan PT. Pos Indonesia sebagai mitra

""'Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi,
UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 25 Agustus 2017.

'%2] Wayan Dipta, “Pos Indonesia Doreng Pemasaran bagi UMKM”,
Metro TV News.com, 5 Juni 2016.
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/ob3pOEY k-pos-indonesia-dorong-
pemasaran-bagi-umkm (30 (Agustu 2017)
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yang mendukung pemberdayaan UMKM. PT. Pos Indonesia
memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk memakai jasa
Pos Indonesia dalam mendistribusikan dan memasarkan produk -produk

. 183
usaha mikro.

PT Pos Indonesia menunjukkan eksistensinya dengan melakukan
kerjasama pula dengan Shopee. Hal ini dilakukan dengan
memberikan layanan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia dan
edukasi bisnis untuk UKM agar dapat meminimalisir biaya bisnis
dan memperluas jangkauan pasar guna membantu pertumbuhan
bisnis UKM."* Selain itu, PT. Pos Indonesia bekerjasama pula
dengan DHL Express Indonesia dalam rangka sinergi kekuatan
jaringan untuk mendukung pengembangan pasar bagi UMKM. '®
Meski demikian, kinerja Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga
Kerja Kota Palu harus memogramkan pelatihan dan sosialisasi e-

commerce agar pelaku usaha dapat mengimplementasikan

langsung.
C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan di Dinas

Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dan Pasar Inpres

" Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas
Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 29
Agustus 2017.

'*4Gilarsi W. Setiono, “Gandeng PT. Pos Indonesia, Shopee Berikan
Layanan Gratis Ongkkos Kirim”, 9 Mei 2017.
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/09/180916526/gandeng.pt.pos.indo
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Manonda Kota Palu, kesimpulan sebagai berikut:

1.

Gambaran umum usaha mikro di Pasar Inpres Manonda Palu
adalah jumlah pelaku usaha sebanyak 1.040 pedagang yang
terdata pada Kantor Pasar dengan jumlah pedagang terbanyak
adalah pedagang campuran/hasil bumi yang berjumlah 205
pedagang. Seluruh kebutuhan masyarakat pada umumnya
mampu dipenuhi di Pasar Inpres Manonda Palu. Adapun suku
yang mendominasi adalah suku Bugis.

Adapun langkah-langkah strategis Dinas Koperasi, UMKM,
dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah telah dilaksanakan dengan
melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang
didasarkan pada Renstra 5 tahunan. Adapun langkah-langkah
yang telah dilaksanakan adalah pendataan, pemasaran produk
melalui e-commerce, sosialisasi, pembentukan Kkoperasi,

pelatihan, pembangnan jaringan kemitraan.
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